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PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada Pemerintah Daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap Pemerintah daerahnya. 
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis cash towards accrual. Mulai tahun 2015, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah harus menerapkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Adapun manfaat penerapan sistem informasi akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.
SAP  berbasis  akrual  diatur  dan  dijelaskan dalam  Lampiran  I  PP  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Aturan  tersebut berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 dan dapat  segera  diterapkan  oleh  setiap  entitas. Sementara  itu,  SAP  berbasis  kas  menuju  akrual yang  diatur  dan  dijelaskan  pada  Lampiran  II peraturan  tersebut dapat diterapkan oleh  entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual sampai  dengan  jangka  waktu  paling  lama  4 (empat) tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu tahun 2014. Oleh karena itu, pada tanggal 4 Maret 2015 Kementerian Keuangan menyelenggarakan permulaan (Kick  Off) Implementasi  Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.  
Penyelenggaraan Kick OffImplementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ditujukan  untuk  menciptakan  momentum  awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta berguna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga terhadap implementasi akuntansi  pemerintahan  berbasis  akrual  dengan  tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan (Kementerian Keuangan, 2015).Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.05/ 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga maka penyajian terhadap laporan keuangan seharusnya menyajikan 5 komponen laporan keuangan untuk Kementerian/ Lembaga yang peraturan ini tetap berdasarkan SAP berbasis akrual yaitu PP No.71 Tahun 2010. 
Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sector publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.Secara ringkas, Tabel 1.1 mengilustrasikan kronologi reformasi akuntansi di Indonesia.
	Tahun
	Kejadian Penting

	2003
	Penerbitan UU No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan penggunaan  basis  akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara. 

	2005
	Penerbitan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas Menuju Akrual. 

	2010
	Penerbitan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  berbasis Akrual dengan masa transisi 4 tahun. 

	2015
	Kick  Off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. 

	2015
	Penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor  S-9180/PB/2015 hal Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015.


Tabel 1.1 Kronologi Reformasi Akuntansi
Sumber Data :KementerianKeuangan, (2015)
Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan mengembangkan aplikasi terintegrasi agar dapat digunakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga yaitu Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Menteri Keuangan menetapkan beberapa peraturan baru sebagai bentuk penyempurnaan atas regulasi terkait penerapan SAP Berbasis Akrual. Aplikasi SAIBA yang digunakan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan  juga terus mengalami perkembangan untuk menyempurnakan Aplikasi  SAIBA agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan informatif.
Mengingat  perlu adanya pertanggungjawaban dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara kepada masyarakat, dengan menunjukan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumberdaya ekonomi, serta pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dapat dipertanggungjawabkan melalui penyajian laporan keuangan yang bersifat informative dan komparatif. Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang memiliki tanggungjawab dalam menyelenggarakan fungsi akuntansi dan menyusun laporan keuangan serta menyajikan informasi keuangan secara transparan dana kuntabel.
Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yaitu diantaranya adalah Sistem Akuntansi Instansi  Basis  Akrual  (SAIBA),  Sistem Aplikasi Satker  (SAS),  Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAK BMN), dan  e-Rekon.Untuk menyusun laporan keuangan berupa Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)  memang tidak menggunakan aplikasi yang tersedia tersebut melainkan harus dibuat secara manual.  Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa untuk penyajian CaLK di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara masih kurang atau terbatas terhadap penjelasan yang diberikan, sehingga hal tersebut mempengaruhi pemeriksaan oleh  BPK  seperti munculnya temuan atas penjelasan dan pengungkapan penting lainnya dalam CaLK ternyata masih kurang.   Oleh karenaitu dalam hal ini penulis perlu melakukan penilaian dan evaluasi mendalam terhadap penelitian ini yaitu mengenai penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (KEJATI SULUT) dengan digunakan nyaalat evaluasi berupa laporan keuangan yang dapat memperlihatkan atau mendeskripsikan kesesuaian antara laporan keuangan yang ada dengan standar yang digunakan. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dengan judul “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Kejaksaan Tinggi  Sulawesi Utara”.
1.2 PerumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana  penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada Kejaksaan Tinggi  Sulawesi Utara”?

1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai  dengan  rumusan masalah diatas maka yang menjaditujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pada KejaksaanTinggi Sulawesi Utara.
1.4 Manfaat Penelitian
Semua  informasi yang dihasilkan dikumpulkan melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis sendiri, bagi Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara maupun pihak lainnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualdan yang terutama dapat membantu dalam prosedur penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menghasilkannya secara efektif
2. BagiPengembanganIlmu
Diharapkan penelitianini dapat menambah pengetahuan di tempat pendidikan dalam hal ini yaitu Politeknik Negeri Manado mengenai bagaimana perkembangan Penerapan SAP Berbasis Akrual dalam penyusunan laporan keuangan di lembaga publik.
3. Bagi Peneliti Lain
Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi penulisselanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 
4. BagiPenulis
Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sehingga diperoleh gambaran kesesuaianantar fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari.
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